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Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengamati dan menguji pengaruh kekuatan
monopoli, asimetri informasi, serta transparansi dan akuntabilitas terhadap upaya
pengadopsian teknologi e-procurement demi meminimalkan tingkat korupsi pada
instansi-instansi pemerintah yang terkait praktik teknologi e-procurement di
Indonesia. Sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling yang
menghasilkan 196 kuesioner sebagai sampel. Penelitian lapangan dan kepustakaan
telah dilakukan untuk mengetahui apakah upaya pengadopsian teknologi e-
procurement dapat meminimalkan tingkat korupsi. Hasil penyebaran kuisioner
tersebut memperlihatkan bahwa pengadopsian teknologi e-procurement terbukti
dapat menurunkan kekuatan monopoli dan meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas yang kemudian dapat mengurangi tingkat korupsi. Pengujian
hipotesis dilakukan dengan metode Partial Least Square.

The purpose of this study is to observe and examine the impact of monopoly of
power, information asymmetry, transparency and accountability to intent to adopt
e-procurement and corruption level of government institutions that adopting e-
procurement technology in Indonesia. The research using purposive sampling
method that brings 196 copies of quisionary as the sample. Field research and
literature has been conducted to determine whether intent to adopt e-procurement
affect corruption level. Result of distributing questionnaires showed that adopting
e-procurement will decrease monopoly of power and increase transparency and
accountability which then decrease corruption level. Hypothesis test is done by
the method of Partial Least Square analysis.

Keywords: Monopoly of Power, Information Asymmetry, Transparency,
Accountability, E-procurement, Corruption Level, Partial Least
Square
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BAB |

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan permasalahan yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia.
Tindakan korupsi sudah sangat meluas dan telah masuk sampai ke seluruh lapisan
masyarakat. Korupsi tidak hanya merugikan kepentingan umum tapi juga negara.
Oleh karena itu, berbagai negara di dunia berusaha mencari cara untuk
mengatasinya. Salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi dan internet untuk penyelenggaraan pemerintah

berbasis elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan e-government.

E-procurement merupakan salah satu contoh penerapan e-government di
Indonesia yang berfungsi untuk mempermudah pelelangan proyek. Teknologi e-
procurement diyakini sebagai salah satu solusi untuk mengatasi praktik korupsi
yang tak jarang ditemukan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan
e-procurement proses pelelangan terjadi secara online sehingga diharapkan dapat

meminimalkan terjadinya tindakan korupsi.

Kaufmann (dalam Mistry dan Jalal, 2012: 149) menyebutkan kekuatan
monopoli serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu
penyebab terjadinya korupsi. Dalam teori principal-agent disebutkan asimetri
informasi yang kerap timbul juga mendorong terjadinya korupsi dalam proses

pengadaan barang dan jasa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan



Rahman (2015) serta Neupane, et al. (2014), ditemukan bahwa kekuatan
monopoli memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap upaya penerapan e-
procurement dalam mengurangi terjadinya korupsi. Amagoh (2009) menemukan
bahwa asimetri informasi muncul dalam proses pelelangan namun dapat dikurangi
dengan pengontrolan/ monitor kepada agen. Penelitian yang dilakukan oleh Song
(2002) serta Neupane, et al. (2014) menemukan bahwa implementasi e-

procurement dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi.

Panda, et al. (2010), Bertot, et al. (2012) serta Neupane, et al. ( 2014) dalam
penelitiannya menemukan bahwa e-procurement dapat meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Singla dan Aggarwal (2011),
Igbal dan Seo (2008), Pathak, et al. (2007), serta Mistry dan Jalal (2012) juga
menunjukkan bahwa e-governance (e-procurement) dapat mengurangi korupsi.

Selain itu dalam penelitian Park and Blenkinsopp (2011), Lindstedt dan Naurin

(2006), serta Balsevich, et al. (2011) ditemukan bahwa transparansi dan
akuntabilitas memiliki hubungan yang signifikan terhadap korupsi. Namun
Wescott (dalam Kim, et al, 2009: 43) berpendapat bahwa penggunaan IT tidak
menutup kemungkinan dapat mengarah pada peningkatan “ketrampilan” dalam
korupsi dikarenakan korupsi yang sudah berakar pada budaya, politik dan
ekonomi. Dalam penelitian Schuppan (2009) ditemukan bahwa ketika faktor
politik dan administrasi tidak sejalan dengan e-government, maka implementasi e-

government dapat berujung pada korupsi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan penelitian terdahulu, peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KEKUATAN


http://ras.sagepub.com/search?author1=Heungsik+Park&sortspec=date&submit=Submit
http://ras.sagepub.com/search?author1=John+Blenkinsopp&sortspec=date&submit=Submit

MONOPOLI, ASIMETRI INFORMASI, SERTA TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS TERHADAP UPAYA PENGADOPSIAN TEKNOLOGI E-
PROCUREMENT DEMI MEMINIMALKAN TINGKAT KORUPSI” untuk diuji

secara empiris.

B. Identifikasi Permasalahan

Bidang pengadaaan barang dan jasa pemerintah dianggap sebagai “lahan
basah” karena praktik korupsi tak jarang ditemukan dalam bidang ini. Tak dapat
dipungkiri masyarakat pun memiliki kecurigaan dan keraguan akan pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa pemerintah. Permainan kekuatan monopoli dan
pemanfaatan asimetri informasi serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas
dalam pemerintahan menyebabkan tindak korupsi merajalela. Untuk itu
munculnya sistem e-procurement diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan
memudahkan proses kegiatan dalam instansi pemerintah, juga diharapkan dapat
menekan tingkat korupsi. Namun dalam kenyataannya masih kerap ditemui terjadi
tindak korupsi walau sistem ini sudah berjalan dari tahun 2008 atas dasar Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh
pengaruh kekuatan monopoli, asimetri informasi, serta tranparansi dan
akuntabilitas terhadap upaya pengadopsian e-procurement demi meminimalkan

tingkat korupsi.



C. Ruang Lingkup

Dalam pembahasan ini, akan dilakukan pembatasan ruang lingkup penelitian.
Masalah yang akan dianalisis adalah pengaruh kekuatan monopoli, asimetri
informasi, serta transparansi dan akuntabilitas terhadap tujuan pengadopsian e-
procurement dan tingkat korupsi pada lembaga pemerintah. Data penelitian akan
diperoleh dari personil pada institusi pemerintah di Indonesia. Pembatasan ruang

lingkup dilakukan karena adanya keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga penulis.

D. Perumusan Masalah

1. Apakah monopoly of power berpengaruh positif terhadap intent to adopt e-
procurement?

2. Apakah information asymmetry berpengaruh positif terhadap intent to adopt e-
procurement?

3. Apakah transparency and accountability berpengaruh positif terhadap intent
to adopt e-procurement?

4. Apakah intent to adopt e-procurement berpengaruh negatif terhadap
corruption level?

5. Apakah transparency and accountability berpengaruh negatif terhadap

corruption level?



E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain untuk memberikan bukti dan

analisis mengenai:

1. Pengaruh positif monopoly of power terhadap intent to adopt e-procurement

2. Pengaruh positif information assymetry terhadap intent to adopt e-
procurement

3. Pengaruh positif transparency and accountability terhadap intent to adopt e-
procurement

4. Pengaruh negatif intent to adopt e-procurement terhadap corruption level

5. Pengaruh negatif transparency and accountability terhadap corruption level

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan solusi kepada
pemerintah dalam mengatasi praktik korupsi yang terjadi pada pengadaan
barang dan jasa serta memberikan sumbangan ilmiah dalam perkembangan e-

procurement.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan
teknologi e-procurement pada masyarakat luas dan meminimalisasi

kecurigaan dan keraguan masyarakat dalam hal pengadaan barang dan jasa.



F. Sistematika Pembahasan

Penyajian skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, di mana setiap bab memberikan

gambaran sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi
masalah, ruang lingkup, perumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, serta sistematika pembahasan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini berisi pembahasan teori dan pendapat para ahli mengenai
kekuatan monopoli, asimetri informasi, transparansi dan
akuntabilitas, e-procurement, dan korupsi disertai dengan kerangka
pemikiran dari penelitian yang dilakukan. Selain itu juga terdapat
model penelitian dari variabel yang akan diuji dalam penelitian.
METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang pemilihan objek penelitian, teknik
pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik pengujian
hipotesis.

HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan yang terdiri atas dua bagian yaitu
gambaran umum unit observasi dan analisa hasil penelitian.
Gambaran umum unit observasi akan membahas variabel
penelitian, lokasi penelitian dan sebagainya. Sedangkan analisa

hasil penelitian berisi bahasan atas hasil penelitian.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah
dilakukan dan saran yang diharapkan bermanfaat bagi penelitian-

penelitian selanjutnya.
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